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Abstract. This study examines the constitutional review of the right to a good and healthy environment
as guaranteed under Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of Indonesia in the context of
transboundary environmental pollution, with a focus on the interpretation of state sovereignty.
Transboundary pollution raises serious legal challenges due to the limitations of national jurisdiction
in protecting citizens’ constitutional rights from environmental harm originating outside state
territory. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case
approaches by analyzing the 1945 Constitution, environmental legislation, and relevant Constitutional
Court decisions. The findings indicate that a narrow and territorial interpretation of state sovereignty
may undermine the effective protection of environmental rights. Therefore, the Constitutional Court is
encouraged to adopt a progressive constitutional interpretation that reconceptualizes sovereignty as a
protective constitutional obligation (state obligation) encompassing transnational dimensions, in order
to ensure the effective fulfillment of citizens’ environmental rights.

Keywords: Constitutional Environmental Rights, Transboundary Pollution, State Sovereignty,
Constitutionality Testing

Abstrak. Penelitian ini mengkaji pengujian konstitusionalitas hak atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dalam konteks pencemaran lingkungan
lintas batas, dengan menitikberatkan pada penafsiran prinsip kedaulatan negara. Pencemaran lintas
batas menimbulkan persoalan hukum serius karena keterbatasan yurisdiksi nasional dalam
melindungi hak konstitusional warga negara dari ancaman yang bersumber di luar wilayah negara.
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap UUD 1945, undang-undang lingkungan hidup, serta
putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran kedaulatan negara
yang sempit dan teritorial berpotensi melemahkan perlindungan hak lingkungan warga negara. Oleh
karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu menerapkan interpretasi konstitusi yang progresif dengan
memandang kedaulatan sebagai kewajiban konstitusional negara (state obligation) yang bersifat
protektif dan mencakup dimensi transnasional, guna menjamin efektivitas perlindungan hak atas
lingkungan hidup.

Kata kunci: Hak Lingkungan Hidup, Pencemaran Lintas Batas, Kedaulatan Negara, Pengujian
Konstitusionalitas.
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PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan prasyarat fundamental bagi
keberlangsungan hidup manusia serta pemenuhan hak asasi manusia secara
menyeluruh. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, hak atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat telah memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 28H
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan
konstitusional ini menegaskan bahwa perlindungan lingkungan bukan sekadar
kebijakan sektoral, melainkan kewajiban konstitusional negara yang melekat pada
prinsip negara hukum. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga
sebagai penanggung jawab utama atas pemenuhan dan perlindungan hak
lingkungan warga negara. Oleh karena itu, setiap ancaman terhadap kualitas
lingkungan hidup harus dipandang sebagai potensi pelanggaran terhadap hak
konstitusional warga negara (Asshiddiqie, 2015).

Namun demikian, perkembangan persoalan lingkungan hidup dewasa ini
menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tidak lagi terbatas dalam batas-batas
teritorial suatu negara. Fenomena pencemaran lintas batas (transboundary
pollution) menjadi persoalan global yang kompleks karena dampaknya dapat
dirasakan oleh negara lain yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas penyebab
pencemaran. Kasus pencemaran asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara
menunjukkan bagaimana aktivitas domestik suatu negara dapat menimbulkan
kerugian kesehatan, sosial, dan ekonomi bagi warga negara lain. Kondisi ini
menimbulkan tantangan serius bagi efektivitas perlindungan hak konstitusional
yang selama ini masih dipahami dalam kerangka yurisdiksi teritorial negara.
Akibatnya, negara korban sering kali menghadapi keterbatasan hukum dalam
menuntut pertanggungjawaban atas kerugian lingkungan yang dialami warganya
(Gheana, 2023).

Permasalahan pencemaran lintas batas tidak dapat dilepaskan dari prinsip
kedaulatan negara yang menjadi fondasi utama dalam hukum internasional. Prinsip
ini secara tradisional menempatkan negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
atas wilayah dan sumber daya alamnya tanpa campur tangan pihak luar. Dalam

praktiknya, kedaulatan sering dijadikan justifikasi untuk menolak tanggung jawab
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atas dampak lingkungan yang melampaui batas negara. Padahal, hukum
internasional lingkungan telah lama mengenal prinsip sic utere tuo ut alienum non
laedas yang menegaskan kewajiban negara untuk tidak menggunakan wilayahnya
dengan cara yang merugikan negara lain. Ketegangan antara kedaulatan dan
tanggung jawab inilah yang memperumit perlindungan hak lingkungan dalam
konteks lintas batas (Wartini & Ghafur, 2015).

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, permasalahan tersebut
berimplikasi langsung terhadap efektivitas jaminan hak konstitusional warga
negara. Ketika sumber pencemaran berada di luar wilayah negara, mekanisme
hukum nasional cenderung tidak memadai untuk memberikan perlindungan yang
optimal. Undang-undang lingkungan hidup yang berlaku masih berorientasi pada
penegakan hukum dalam wilayah yurisdiksi nasional. Kondisi ini menciptakan
kekosongan hukum (legal gap) dalam pemenuhan kewajiban negara untuk
melindungi hak lingkungan warganya dari ancaman eksternal. Oleh karena itu,
diperlukan pendekatan konstitusional yang mampu menjembatani keterbatasan
hukum positif tersebut (Shokhikhah, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, pengujian konstitusionalitas terhadap norma
hukum yang mengatur perlindungan lingkungan menjadi relevan dan strategis.
Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai penjaga konstitusi dalam
menafsirkan norma-norma konstitusional agar tetap responsif terhadap dinamika
global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengujian
konstitusionalitas hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat digunakan
untuk menafsirkan prinsip kedaulatan negara dalam konteks pencemaran lintas
batas. Fokus penelitian diarahkan pada kemungkinan transformasi makna
kedaulatan dari konsep yang bersifat eksklusif menjadi kewajiban konstitusional
negara yang protektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum tata negara

dan hukum lingkungan di Indonesia (Asshiddiqie, 2015).

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang

berfokus pada analisis norma hukum tertulis serta prinsip-prinsip hukum yang
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relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian hukum normatif dipilih karena
isu pengujian konstitusionalitas hak atas lingkungan hidup berkaitan langsung
dengan penafsiran norma konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji konsistensi dan kesesuaian
norma hukum dengan nilai-nilai konstitusional. Selain itu, metode normatif relevan
untuk menelaah peran Mahkamah Konstitusi dalam membangun argumentasi
hukum terkait kewajiban negara. Dengan metode ini, penelitian diarahkan pada

pencarian argumentasi hukum yang preskriptif dan sistematis (Marzuki, 2017).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan
perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan
perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UUD 1945, khususnya Pasal 28H
ayat (1), serta undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji
konsep-konsep utama seperti hak konstitusional, pencemaran lintas batas,
kedaulatan negara, dan kewajiban negara (state obligation). Sementara itu,
pendekatan kasus difokuskan pada analisis putusan Mahkamah Konstitusi yang
berkaitan dengan hak lingkungan dan kewajiban negara. Ketiga pendekatan ini
digunakan secara terpadu untuk memperoleh pemahaman hukum yang

komprehensif (Ibrahim, 2006).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, undang-
undang lingkungan hidup, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan
hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang
membahas hukum lingkungan, hukum tata negara, dan hukum internasional
lingkungan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan teknik
interpretasi hukum dan penalaran yuridis untuk menarik kesimpulan normatif.
Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis guna menjawab permasalahan
penelitian dan memberikan rekomendasi konseptual yang relevan (Soekanto &

Mamudji, 2019).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Konstitusionalitas Perlindungan Hak Lingkungan Hidup dalam Konteks
Pencemaran Lintas Batas

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian integral
dari hak asasi manusia yang dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28H ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan
konstitusional ini menegaskan bahwa lingkungan hidup tidak sekadar objek
kebijakan publik, melainkan elemen fundamental bagi pemenuhan martabat
manusia. Negara, sebagai pemegang kewajiban konstitusional, harus memastikan
bahwa kualitas lingkungan hidup tetap terjaga demi kesejahteraan warga negara.
Jaminan tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap bentuk kerusakan
lingkungan yang berdampak pada kehidupan warga negara dapat dikualifikasikan
sebagai pelanggaran hak konstitusional. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan
hidup harus diposisikan sebagai kewajiban negara yang bersifat mengikat dan tidak
dapat dinegosiasikan (Asshiddiqie, 2015).

Namun, efektivitas perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup
menghadapi tantangan serius ketika berhadapan dengan fenomena pencemaran
lintas batas. Pencemaran jenis ini terjadi ketika aktivitas di suatu negara
menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan negara lain, baik melalui udara,
air, maupun media lingkungan lainnya. Dalam konteks ini, warga negara yang
terdampak mengalami penurunan kualitas lingkungan tanpa adanya kendali
langsung atas sumber pencemaran. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa
ancaman terhadap hak lingkungan tidak selalu bersumber dari dalam wilayah
negara sendiri. Dengan demikian, perlindungan hak konstitusional atas lingkungan
hidup tidak dapat dibatasi secara kaku oleh garis teritorial negara (Gheana, 2023).

Kasus pencemaran asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara menjadi
contoh konkret bagaimana hak konstitusional warga negara dapat terlanggar oleh
aktivitas yang berada di luar yurisdiksi nasional. Asap yang melintasi batas negara
terbukti menimbulkan gangguan kesehatan, kerugian ekonomi, serta penurunan
kualitas hidup masyarakat di negara terdampak. Dampak tersebut secara langsung

berkaitan dengan hak atas kesehatan dan lingkungan hidup yang dijamin oleh
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konstitusi. Dalam situasi seperti ini, negara korban menghadapi dilema hukum
karena mekanisme penegakan hukum nasional tidak mampu menjangkau pelaku di
luar wilayahnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan
konstitusional dan realitas perlindungan hak lingkungan (Wartini & Ghafur, 2015).

Secara normatif, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan
bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya yang menuntut pemenuhan aktif dari
negara. Hak-hak ini tidak cukup dilindungi hanya dengan sikap pasif atau abstain
dari pelanggaran, melainkan membutuhkan tindakan nyata dan kebijakan afirmatif
dari negara. Dalam konteks pencemaran lintas batas, kewajiban tersebut menjadi
lebih kompleks karena melibatkan faktor eksternal di luar kendali langsung negara.
Meskipun demikian, kompleksitas tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk
mengurangi tingkat perlindungan hak konstitusional warga negara. Negara tetap
dituntut untuk mencari dan menggunakan instrumen hukum yang tersedia guna
menjamin efektivitas perlindungan hak lingkungan (Shokhikhah, 2025).

Perlindungan konstitusional terhadap hak lingkungan hidup juga harus
dipahami dalam kerangka tanggung jawab negara untuk mencegah terjadinya
pelanggaran hak oleh pihak ketiga. Negara tidak hanya bertanggung jawab atas
tindakan langsungnya, tetapi juga atas kegagalannya dalam mencegah atau
merespons ancaman terhadap hak warga negara. Dalam kasus pencemaran lintas
batas, kegagalan negara untuk mengambil langkah diplomatik, hukum, atau kerja
sama internasional dapat berdampak pada tidak terpenuhinya hak lingkungan
warga negara. Oleh karena itu, kewajiban konstitusional negara mencakup tindakan
preventif dan responsif terhadap ancaman lingkungan lintas negara. Pendekatan ini
sejalan dengan perkembangan pemahaman hak asasi manusia yang menekankan
tanggung jawab negara secara luas (Soekanto & Mamudji, 2019).

Dari perspektif konstitusional, penafsiran terhadap Pasal 28H ayat (1) UUD
1945 tidak dapat dilepaskan dari dinamika global dan perkembangan hukum
internasional lingkungan. Prinsip-prinsip seperti pencegahan, kehati-hatian, dan
tanggung jawab negara atas dampak lintas batas menjadi rujukan penting dalam
menafsirkan kewajiban negara. Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi,

memiliki kewenangan untuk mengembangkan tafsir konstitusi agar tetap relevan
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dengan tantangan lingkungan kontemporer. Penafsiran yang terlalu sempit dan
teritorial berpotensi melemahkan perlindungan hak lingkungan warga negara. Oleh
karena itu, dibutuhkan pendekatan interpretatif yang progresif dan berorientasi
pada perlindungan hak asasi manusia (Asshiddiqie, 2015).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konstitusionalitas
perlindungan hak lingkungan hidup dalam konteks pencemaran lintas batas
menuntut perubahan paradigma dalam memahami kewajiban negara. Hak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat harus diperlakukan sebagai hak
konstitusional yang tetap berlaku meskipun ancaman berasal dari luar wilayah
negara. Negara dituntut untuk melampaui pendekatan teritorial semata dan
mengoptimalkan instrumen hukum nasional serta internasional guna melindungi
warganya. Dengan demikian, jaminan konstitusional tidak berhenti pada tataran
normatif, tetapi terwujud dalam perlindungan yang nyata dan efektif. Pendekatan
ini menjadi fondasi penting bagi pembahasan peran pengujian konstitusionalitas
dalam menjawab persoalan pencemaran lintas batas.

Keterbatasan Hukum Nasional dan Peran Pengujian Konstitusionalitas oleh
Mahkamah Konstitusi

Kerangka hukum nasional Indonesia dalam bidang perlindungan lingkungan
hidup pada dasarnya masih berorientasi pada pendekatan teritorial. Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup dirancang terutama untuk mengatur aktivitas, pelaku, dan dampak
lingkungan yang terjadi di dalam wilayah yurisdiksi negara. Pendekatan ini
mencerminkan paradigma klasik kedaulatan negara yang menempatkan batas
wilayah sebagai batas penegakan hukum. Akibatnya, ketika pencemaran lingkungan
bersumber dari luar wilayah Indonesia, efektivitas instrumen hukum nasional
menjadi terbatas. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius dalam menjamin
perlindungan hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan
sehat.

Keterbatasan yurisdiksi hukum nasional ini berdampak langsung pada
lemahnya mekanisme pertanggungjawaban terhadap pelaku pencemaran lintas

batas. Negara korban sering kali tidak memiliki kewenangan hukum langsung untuk
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menuntut pelaku, baik negara lain maupun korporasi asing, melalui mekanisme
hukum nasional. Upaya penyelesaian lebih banyak bergantung pada diplomasi atau
kerja sama internasional yang bersifat politis dan tidak selalu efektif. Dalam situasi
tersebut, hak konstitusional warga negara berada dalam posisi rentan karena tidak
tersedia mekanisme penegakan yang tegas dan dapat dipaksakan. Hal ini
menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan normatif dalam konstitusi dan
realitas implementasi perlindungan hukum (Wartini & Ghafur, 2015).

Kesenjangan tersebut membuka ruang bagi pengujian konstitusionalitas
sebagai instrumen korektif terhadap norma hukum yang tidak memadai. Pengujian
konstitusionalitas memungkinkan warga negara atau pihak yang dirugikan untuk
menilai apakah suatu undang-undang telah sejalan dengan jaminan hak
konstitusional dalam UUD 1945. Dalam konteks pencemaran lintas batas, pengujian
dapat diarahkan pada norma-norma yang dianggap gagal memberikan
perlindungan efektif terhadap hak lingkungan hidup. Mahkamah Konstitusi
memiliki kewenangan untuk menilai apakah pembatasan yurisdiksi dalam undang-
undang bertentangan dengan kewajiban konstitusional negara. Dengan demikian,
pengujian konstitusionalitas menjadi sarana penting untuk mengisi kekosongan
hukum yang ada (Sari & Raharjo, 2022).

Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi (guardian of the
constitution), memiliki peran strategis dalam mengembangkan tafsir konstitusional
yang responsif terhadap persoalan lingkungan lintas batas. Meskipun Mahkamah
Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum internasional
secara langsung, putusan-putusan MK dapat memengaruhi arah kebijakan hukum
nasional. Melalui penafsiran konstitusi, MK dapat memperluas makna kewajiban
negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara. Penafsiran tersebut
dapat mendorong pembentuk undang-undang untuk merumuskan norma yang
lebih adaptif terhadap persoalan transnasional. Dengan demikian, peran MK tidak
hanya bersifat negatif sebagai pembatal norma, tetapi juga positif dalam
membentuk arah perlindungan hak (Atqiya et al., 2024).

Dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan

bahwa perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian dari prinsip negara
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hukum dan pembangunan berkelanjutan. MK secara konsisten menyatakan bahwa
kepentingan ekonomi tidak boleh mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan
hidup yang sehat. Meskipun belum terdapat putusan yang secara eksplisit
membahas pencemaran lintas batas, prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan
landasan argumentasi konstitusional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa MK
memiliki ruang interpretatif untuk memperluas cakupan perlindungan hak
lingkungan. Oleh karena itu, pengujian konstitusionalitas dapat digunakan untuk
menegaskan bahwa negara tetap bertanggung jawab meskipun sumber
pencemaran berada di luar wilayahnya (Atalim, 2011).

Pengujian konstitusionalitas juga memiliki implikasi penting terhadap
pembentukan kebijakan hukum nasional di masa depan. Putusan Mahkamah
Konstitusi dapat mendorong negara untuk memperkuat kerja sama internasional,
meratifikasi perjanjian lingkungan, atau mengadopsi prinsip yurisdiksi
ekstrateritorial dalam hukum nasional. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian
dari kewajiban konstitusional negara untuk melindungi hak warga negara secara
efektif. Dengan demikian, pengujian konstitusionalitas berfungsi sebagai jembatan
antara hukum nasional dan hukum internasional. Fungsi ini sangat relevan dalam
menghadapi tantangan pencemaran lingkungan yang bersifat lintas batas dan global
(Ibrahim, 2006).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan hukum
nasional dalam menangani pencemaran lintas batas menuntut peran aktif
Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme pengujian konstitusionalitas. Pengujian
ini tidak hanya berfungsi untuk menilai konstitusionalitas norma hukum, tetapi juga
untuk memperkuat perlindungan hak lingkungan sebagai hak konstitusional.
Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu mengembangkan tafsir yang
menempatkan kewajiban negara di atas keterbatasan yurisdiksi teritorial. Dengan
pendekatan tersebut, jaminan konstitusional atas hak lingkungan hidup dapat tetap
efektif dalam menghadapi ancaman lintas negara. Hal ini menjadi fondasi penting
bagi transformasi peran kedaulatan negara yang akan dibahas pada poin

selanjutnya.
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Transformasi Prinsip Kedaulatan Negara sebagai Kewajiban Konstitusional
yang Protektif

Prinsip kedaulatan negara secara klasik dipahami sebagai kekuasaan
tertinggi dan eksklusif negara dalam mengatur wilayah dan urusan domestiknya
tanpa campur tangan pihak luar. Pemahaman ini menempatkan batas teritorial
sebagai parameter utama tanggung jawab negara. Dalam konteks lingkungan hidup,
kedaulatan sering dimaknai sebagai hak negara untuk mengeksploitasi sumber daya
alamnya sesuai kepentingan nasional. Namun, pemaknaan tersebut menjadi
problematis ketika aktivitas domestik menimbulkan dampak lingkungan yang
merugikan negara lain. Oleh karena itu, konsep kedaulatan absolut semakin sulit
dipertahankan dalam menghadapi persoalan lingkungan yang bersifat lintas batas
(Charda et al., 2023).

Perkembangan hukum internasional dan hukum hak asasi manusia
menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memahami kedaulatan negara.
Kedaulatan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai hak, tetapi juga sebagai
tanggung jawab untuk melindungi warga negara dari berbagai ancaman, termasuk
ancaman lingkungan. Konsep responsible sovereignty menempatkan negara sebagai
aktor yang wajib memastikan bahwa pelaksanaan kedaulatannya tidak merugikan
pihak lain. Dalam konteks pencemaran lintas batas, negara dituntut untuk bertindak
aktif guna mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak lingkungan yang
melampaui wilayahnya. Pergeseran ini memperkuat relevansi pendekatan
kedaulatan yang bersifat protektif dan bertanggung jawab (hlr, 2019).

Dari perspektif hukum tata negara, kedaulatan tidak dapat dilepaskan dari
kewajiban konstitusional negara terhadap rakyatnya. Konstitusi menempatkan
negara sebagai penanggung jawab utama dalam pemenuhan dan perlindungan hak
asasi manusia, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh
karena itu, kedaulatan harus dimaknai sebagai instrumen untuk melindungi hak
konstitusional warga negara, bukan sebagai penghalang pemenuhan hak tersebut.
Dalam kasus pencemaran lintas batas, kegagalan negara untuk bertindak dapat

diartikan sebagai kelalaian dalam menjalankan kewajiban konstitusional. Dengan
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demikian, transformasi makna kedaulatan menjadi kebutuhan normatif dalam
sistem ketatanegaraan modern (Asshiddiqie, 2015).

Prinsip sic utere tuo ut alienum non laedas menjadi jembatan penting antara
kedaulatan negara dan tanggung jawab lingkungan lintas batas. Prinsip ini
menegaskan bahwa negara tidak boleh menggunakan wilayah atau sumber dayanya
dengan cara yang menimbulkan kerugian bagi negara lain. Dalam kerangka
konstitusional, prinsip tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memperluas
kewajiban negara dalam melindungi hak lingkungan warga negaranya dari dampak
eksternal.  Penafsiran ini memungkinkan negara untuk menuntut
pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum internasional atau kerja sama
regional. Dengan demikian, kedaulatan negara tetap terjaga tanpa mengorbankan
perlindungan hak konstitusional (Wartini & Ghafur, 2015).

Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam mendorong
transformasi makna kedaulatan negara melalui penafsiran konstitusi. Sebagai
penjaga kedaulatan hukum, Mahkamah Konstitusi berwenang memastikan bahwa
prinsip kedaulatan selaras dengan nilai-nilai konstitusional dan perlindungan hak
asasi manusia. Penafsiran progresif terhadap Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dapat
menegaskan bahwa kewajiban negara tidak berhenti pada batas teritorial. Melalui
putusannya, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan dasar konstitusional bagi
negara untuk mengambil langkah hukum dan diplomatik dalam menghadapi
pencemaran lintas batas. Pendekatan ini memperkuat posisi konstitusi sebagai
instrumen perlindungan warga negara di tengah tantangan global (Sari & Raharjo,
2022).

Transformasi kedaulatan negara sebagai kewajiban konstitusional juga
memiliki implikasi praktis terhadap pembentukan kebijakan publik. Negara
didorong untuk lebih aktif dalam meratifikasi dan mengimplementasikan perjanjian
internasional di bidang lingkungan hidup. Selain itu, pembentuk undang-undang
dapat merumuskan norma hukum yang memungkinkan penerapan yurisdiksi
ekstrateritorial dalam kasus tertentu. Langkah-langkah tersebut mencerminkan

komitmen negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya secara efektif.
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Dengan demikian, kedaulatan negara tidak hanya bersifat simbolik, tetapi berfungsi
nyata dalam melindungi hak lingkungan warga negara (Globalnaps, n.d.).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip kedaulatan
negara harus ditafsirkan ulang dalam kerangka kewajiban konstitusional yang
protektif. Kedaulatan tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi perlindungan
hak konstitusional warga negara dari ancaman lingkungan lintas batas. Sebaliknya,
kedaulatan harus berfungsi sebagai dasar legitimasi bagi negara untuk bertindak
aktif, baik di tingkat nasional maupun internasional. Transformasi ini menempatkan
konstitusi sebagai instrumen utama dalam menjawab tantangan lingkungan global.
Dengan pendekatan tersebut, perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.
KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengujian Kkonstitusionalitas
merupakan instrumen penting untuk memastikan efektivitas perlindungan hak
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam menghadapi persoalan
pencemaran lintas batas. Penafsiran kedaulatan negara yang sempit dan
teritorial terbukti berpotensi melemahkan pemenuhan hak konstitusional warga
negara ketika sumber pencemaran berada di luar yurisdiksi nasional. Oleh
karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu menerapkan interpretasi konstitusi yang
progresif dengan menempatkan kedaulatan sebagai kewajiban konstitusional
negara yang bersifat protektif dan bertanggung jawab. Penafsiran tersebut tidak
hanya memperkuat perlindungan hak lingkungan sebagai bagian dari hak asasi
manusia, tetapi juga mendorong negara untuk mengembangkan instrumen
hukum, kebijakan, dan kerja sama internasional yang lebih adaptif terhadap
ancaman lingkungan transnasional. Dengan demikian, konstitusi berfungsi
secara nyata sebagai dasar legitimasi negara dalam melindungi warga negara
dari segala bentuk ancaman lingkungan, baik yang bersumber dari dalam

maupun luar wilayah negara.
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